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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Segala penyakit memiliki cara tersendiri  dalam proses penyembuhannya. 

Proses penyembuhannya dapat berupa meminum obat, terapi bahkan ada yang 

melakukan transplantasi organ. Transplantasi pemindahan organ atau jaringan 

tubuh manusia ke manusia lain secara medis1. Transplantasi organ apabila 

dilakukan tidak sesuai tatacaranya, maka dapat membahayakan tubuh pendonor 

yang masih hidup maupun resipien. Selain itu, transplantasi organ ini tidak mudah 

dan membutuhkan organ yang cocok antara pendonor dengan resipien. Pendapat 

World Health Organization  yang di  kutip  pada Kompas.com 21 Maret 2017, 

menyatakan tersedianya donor  organ  yang  sedikit adalah masalah  universal2. 

Oleh sebab itu, biasanya orang melakukan hal yang tidak lazim yaitu membeli 

organ tubuh di pasar gelap atau melakukan tindakan komersil atas organ tubuh. 

Tindakan komersil organ tubuh ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang 

perekonomiannya rendah, misalnya akibat tidak memiliki kemampuan untuk 

membayar hutang maka organ tubuh miliknya di komersialkan, hal ini dialami oleh 

seorang wanita yang bernama Ita Diana yang berumur 41 tahun dan merupakan 

warga Jalan Tukir, Temas, Batu. Ita ingin menjual organ tubuhnya yaitu ginjal 

untuk membayar hutang yang dimilikinya sebesar Rp 350.000.000,00. 

Transplantasi ginjal milik Ita diambil di Rumah Sakit Umum di Malang . Ita 

 
       1 Fauziah Rachmawati, “Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai 

Kemanusiaan.”Jurnal Hukum Media Bhaktivol.3 nomor 1, Juni 2019,h.79 

       2 Ibid.,h.80 



2 
 

 
 

mulanya mendampingi temannya yang sedang sakit selama 10 hari di Rumah Sakit 

tersebut. selama  10 hari itu Ita bertemu dengan orang-orang di Rumah Sakit 

tersebut dan ada yang mengatakan bahwa hutangnya akan terbayarkan. Di Rumah 

Sakit tersebut Ita Diana diajak bertemu dengan seorang dokter senior yang 

berinisial A. Dokter A ini menjelaskan kepada Ita terkait dengan transplantasi ginjal 

tersebut dan Ita pun tak berniat menjual ginjalnya kepada orang lain. Dokter A 

menyuruh Ita menemui dokter yang bernama R yang juga merupakan rekan kerja 

dokter A dalam transplantasi ginjal. Ita dipertemukan  dengan pak Erwin yang 

merupakan resipien ginjal milik Ita serta istri Erwin yaitu Ninik. Segala biaya 

berserta hutang milik Ita di koperasi akan ditanggung oleh pak Erwin selaku 

resipien. Sebelum Ita akan dioperasi, Ita mendapatkan pemeriksaan medis. Pada 25 

Febuari dokter melakukan operasi transplantasi ginjal yang berlangsung selama 4 

jam. Setelah dioperasi, Ita diberi obat dan vitamin oleh pihak Rumah Sakit, 

kemudian resipien memberikan Ita uang sebesar Rp 70.000.000,00 dan uang 

sisanya nanti akan diberikan secara bertahap. Ita harus mendatangi rumah resipien 

untuk menagih kekurangannya. Dalam satu hingga dua bulan tidak ada kabar, 

akhirnya Ita mendatangi rumah Erwin dan menagih sisanya. Ita dimaki-maki oleh 

Erwin dengan mengatakan kepada Ita dipersilahkan menempuh jalur hukum karena 

tidak ada hitam diatas putih. Ita hanya diberi Rp 2.500.000,00 dan Rp 1.000.000,00. 

Dokter A mengatakan pada Ita untuk diikhlaskan saja donor ginjal milik Ita dan 

dokter A membukakan rekening untuk Ita sebesar Rp 500.000,00 serta akan 
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dikirimkan uang tiap bulannya untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Tetapi sampai 

pada saat bulan Desember 2017 pengiriman tersebut berhenti3.  

Transplantasi Organ tubuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, (selanjutnya disingkat UU Kesehatan) serta juga diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Transplantasi Organ, (selanjutnya disingkat dengan Permenkes 

No.38 Tahun 2016) . Transplantasi merupakan salah satu di antara begitu banyak 

penyembuhan penyakit yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. 

Bentuk transplantasi ini pun bermacam tergantung pada obyek yang akan 

ditransplantasikan4. Pensyaratan dalam melaksanakan transplantasi organ diatur  

pasal 64 dan pasal 65 UU Kesehatan. Pasal 64 UU Kesehatan menentukan : 

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat 

kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.  

2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

dikomersialkan. 

3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih 

apapun. 

Selain itu pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 65 UU 

Kesehatan sebagai berikut :  

 
       3 Jual Ginjal Untuk Bayar Utang Wanita Ini HanyaDibayar Rp 70 Juta, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3781043/jual-ginjal-untuk-bayar-utang-wanita-ini-

hanya-dibayar-rp-70-juta, Diakses Tanggal 18 Mei 2020. 

       4 Hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh dalam Transplantasi Organ 

Berdasarkan Nilai Kemanusiaan.” Mimbar Hukumvol.23 nomor 1, Febuari 2011,h.20 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3781043/jual-ginjal-untuk-bayar-utang-wanita-ini-hanya-dibayar-rp-70-juta
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3781043/jual-ginjal-untuk-bayar-utang-wanita-ini-hanya-dibayar-rp-70-juta
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1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan 

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  

2. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus 

memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat 

persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. 

3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.          

  Ketentuan dalam pasal 64 dan 65 dipertegas dalam Permenkes  No. 38 Tahun 

2016. Sesuai dengan konsiderans butir b menyatakan “bahwa penyelenggaraan 

Transplantasi Organ yang aman, bermutu, mudah diakses, adil, efektif, efisien, dan 

berdasarkan kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

norma agama, budaya, moral, dan etika”.  Perihal Pendonor diatur di pasal 13 

sebagai berikut :  

1. Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpa   meminta  

imbalan. 

2. Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pendonor hidup; dan 

b. Pendonor mati batang otak (MBO)                                      

3. Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:    

a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau          

b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan Resipien. 

Perihal Resipien sendiri diatur dalam pasal 22 yang menentukan bahwa :  

1. Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon   

Resipien setelah memperoleh persetujuan dari tim transplantasi rumah sakit. 
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2. Calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien 

dengan:  

a. Indikasi medis; dan 

b. Tidak memiliki kontra indikasi medis, untuk dilakukan Transplantasi 

Organ.                                                                                                                                                                                                                      

Perihal kewajiban pendonor diatur dalam pasal 36 ayat (2) yang menyatakan :  

Setiap Pendonor berkewajiban : 

a. menjaga kerahasiaan Resipien; 

b. tidak melakukan perjanjian khusus dengan Resipien terkait dengan 

Transplantasi Organ; 

c. menjaga kesehatannya sesuai petunjuk dokter; 

d. melakukan uji kesehatan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun; 

dan 

e. menjaga hubungan dengan Komite Transplantasi Nasional atau 

perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi 

Sedangkan pendanaan dalam transplantasi organ sesuai dengan pasal 39 

dibebankan pada Resipien dan/atau Asuransi Penjaminnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas saya tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS 

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH YANG BERSIFAT KOMERSIAL”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan hukum yang 

dirumuskan “Apakah dapat dilakukan upaya hukum terhadap pembeli yang tidak 

melunasi pembayaran dalam perjanjian jual beli organ?” 
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1.3 TUJUAN PENULISAN  

        A.  Tujuan Akademis 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. 

       B. Tujuan Praktis  

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang transplantasi   

organ. 

2. Untuk mengetahui dan memahami pensyaratan, hak dan kewajiban 

pendonor maupun resipien.  

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dengan adanya aspek 

komersial dalam transplantasi organ. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai transplantasi 

organ tubuh serta hak dan kewajiban pendonor maupun resipien. 

2. Untuk menjadi bahan masukkan kepada akademisi, praktisi dan 

pemerintah mengenai transplantasi organ tubuh yang dikomersialkan. 

1.5 Metodologi Penelitian  

       A.Tipe Penelitian  

        Tipe penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah yuridis-

normatif. Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

studi pustaka kepustakaan dimana obyek penelitiannya adalah konsep 
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hukum/premis “normatif” yang diyakini bersifat “self evident” dan untuk 

membangun sistem hukum positif5. 

  B.Pendekatan Masalah  

        Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Statute approach adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani6, dengan 

menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri 

Kesehatan. Conceptual approach merupakan pendekatan konseptual 

biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan 

penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong7 . 

  C.Sumber Penelitian Hukum  

 Sumber penelitian hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas. Bahan hukum 

primer yaitu perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

 
        5 Sari Mandiana, Hand Out Metoda Penelitian Hukum Penelitian Normatif/Doctrinal, 

Surabaya, 2018, h.8 

        6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-14 ,Kencana 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.133. 

       7 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Cetakan ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h.159 
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pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim8, dalam hal ini 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Transplantasi Organ. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Staatsblad 

1847 No. 23)  

    Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen resmi meliputi literatur/buku teks, kamus 

hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan9. 

D.Langkah Penelitian  

   a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum meliputi inventarisasi, kualifikasi dan 

sistematisasi. Langkah inventarisasi, di mana mengumpulkan bahan hukum 

seperti peraturan perundang-undangan dan literatur dengan melakukan studi 

pustaka, dan diklasifikasikan dengan memilah bahan hukum mana yang 

benar-benar diperlukan dan mendukung, lalu bahan hukum disusun dengan 

sistematis agar mudah untuk dipahami.  

     b. Langkah Analisa 

 
       8 Peter Mahmud Marzuki,Op.Cit.,h.181 

       9 Sari Mandiana, Op.Cit.,h.9 
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Metode yang digunakan dalam analisa adalah metode deduksi, di 

mana metode ini menggunakan pola pikir yang berawal dari hal yang 

bersifat umum, yaitu undang-undang yang diterapkan kepada permasalahan 

yang bersifat khusus. Juga digunakan penafsiran, yaitu penafsiran sistematis 

dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan 

mengaitkan suatu pasal dengan pasal-pasal dalam suatu perundang-

undangan yang lain. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran di 

mana arti dari suatu kata telah ada di dalam undang-undang. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab 

sebagai berikut : 

 BAB I ; Pendahuluan, bab ini diawali dengan latar belakang tentang transplantasi 

organ tubuh dimana antara pendonor dan resipien ternyata terjadi jual beli 

(komersil) dengan melibatkan banyak pihak. Tetapi berakhir dengan wanprestasi 

karena tidak dipenuhinya apa yang diperjanjikan oleh resipien kepada pendonor. 

Lalu bab ini memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan metoda 

penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif/ doktrinal. 

BAB II ; Jual Beli Organ Tubuh  Beserta Akibat Hukumnya, bab 2 ini terdiri 

dari tiga sub-bab,yaitu sub bab 2.1 Hakekat Transplantasi Organ Tubuh beserta 

larangan-larangan Menurut Peraturan Perundang-undangan. Sub bab 2.2 Perjanjian 

Jual Beli Dan Syarat Sahnya Perjanjian. Sub bab 2.3 Wanprestasi Dan Perbuatan 

Melawan Hukum .  
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BAB III; Analisis Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Jual Beli Organ, bab 3 ini memuat dua sub-bab , yaitu sub bab 3.1 memuat  

kronologis kasus secara rinci terkait kasus transplantasi organ tubuh yang 

dikomersialkan untuk membayar hutang. Sub bab 3.2 Upaya Hukum Terhadap 

Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Organ. 

BAB IV Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir dan bab penutup yang 

memuat simpulan terkait dengan jawaban pokok permasalahan yang dibahas dan 

dikaji dalam penulisan ini dan saran merupakan rekomendasi untuk ke depannya 

mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif sehingga kedepannya 

dapat menjadi lebih baik.   


